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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sebuah negara memerlukan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan 

pemerintahan dan pembangunan. Dana ini dipergunakan oleh pemerintah untuk 

membiayai seluruh operasional negara mulai dari sarana dan prasarana publik di 

seluruh sektor kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, seperti sarana 

transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, sosial, pertahanan dan 

keamanan, budaya, pariwisata, dan penyelenggaraan barang publik lainnya sampai 

berbagai fasilitas lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

menyejahterakan masyarakat. Dana tersebut berasal dari segenap potensi sumber 

daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil sumber daya alam (migas dan 

non migas) maupun iuran dari masyarakat.  

Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak menjadi 

penerimaan utama bagi negara dalam membiayai operasional negara karena 

seiring berjalanya waktu, cadangan migas yang dulu menjadi penerimaan utama 

negara semakin menipis. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

(Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). 

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang 

disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan 
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Rakyat (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa asas-asas yang 

perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak yaitu : 

1. Asas ability to pay atau equality of sacrifice bermakna bahwa 

pemungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan. Dimana Wajib Pajak 

yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih 

besar daripada Wajib Pajak yang memiliki kemampuan lebih kecil. 

2. Asas certainly bermakna bahwa pemungutan pajak harus ada aturan 

hukum yang pasti. Tidak boleh ada pemungutan pajak tanpa undang-

undang karena sesungguhnya masyarakat atau rakyatlah yang memikul 

beban kegiatan pemerintah dan pembangunan melalui pajak yang 

dibayarkan. 

3. Asas comveniance mengandung arti bahwa pemungutan pajak harus 

memperhatikan saat-saat dan waktu yang tepat yang memungkinkan 

Wajib Pajak dengan mudah memenuhi kewajibannya, sehingga 

pembayaran pajak dilakukan dengan cara angsuran atau melalui 

pemotongan pada saat diterimanya penghasilan. 

4. Asas economy bermakna bahwa harus ada efisiensi dalam pemungutan 

pajak. Biaya yang harus dikeluarkan dalam mengadministrasikan, 

mengelola, dan mengumpulkan pajak harus lebih kecil dari pada 

penerimaan pajak (Smith dalam Priantara,2000:3-4). 

 

Jumlah penerimaan pajak nasional semakin tahun semakin meningkat. 

Penerimaan pajak tahun 2010 sampai tahun 2012 dapat dilihal pada tabel 1. 

Berdasarkan tabel 1, penerimaan pajak untuk tahun 2010 adalah sebesar 723,307 

milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 878,685 milyar rupiah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terjadi peningkatan penerimaan pajak 

sebesar 155,378 milyar rupiah dan pertumbuhan penerimaan pajaknya sebesar 

21,4% dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2012 penerimaan pajak 

sebesar 1,019,333 milyar rupiah. Penerimaan pajak tahun 2012 lebih besar 

140,648 milyar rupiah dari pada tahun 2011, namun pertumbuhan penerimaan 

pajak dari tahun 2011 ke tahun 2012 hanya sebesar 16%.  
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Tabel 1: Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2010-2012 

Sumber Penerimaan Perpajakan 2010 2011 2012 

 
(milyar) (milyar) (milyar) 

Penerimaan Perpajakan 723.307 878.685 1.019.333 

     Pajak Dalam Negeri 694.392 831.745 976.900 

              Pajak Penghasilan 357.045 431.977 512.835 

              Pajak Pertambahan Nilai 230.605 298.441 350.343 

              Pajak Bumi dan Bangunan 28.581 29.058 35.647 

              Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 
8.026 - - 

              Cukai 66.166 68.075 72.443 

              Pajak Lainnya 3.969 4.194 5.632 

    Pajak Perdagangan Internasional 28.915 46.940 42.433 

             Bea Masuk 20.017 21.501 23.534 

             Pajak Ekspor 8.898 25.439 18.899 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari 

sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi sistem perpajakan dari official 

assesment system menjadi self assesment system. Official assesment system yaitu 

sistem di mana aparatur pajak diberikan wewenang untuk menentukan jumlah 

pajak terutang Wajib Pajak setiap tahunnya, sedangkan Self assesment system 

adalah memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan 

yang berlaku (Resmi,2005:10-11). Penerapan self assesment system mewajibkan 

Wajib Pajak untuk aktif belajar atau mengetahui isi/maksud suatu peraturan 

perpajakan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan 

baik. Wajib Pajak tidak boleh menunggu Petugas Pajak menetapkan pajak yang 

menjadi kewajibannya. 
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Penyuluhan memegang peranan penting dalam pelaksanaan self assesment 

system yang dijalankan saat ini, karena Wajib Pajak yang akan berperan aktif 

dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Penelitian 

yang dilakukan oleh Novarina (2007) yang berjudul faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak 

penghasilan juga menunjukkan bahwa penyuluhan merupakan faktor yang paling 

dominan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar 

pajak penghasilan, sehingga usaha penyuluhan perlu ditingkatkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak demi membangun masyarakat yang paham akan hak dan kewajiban 

perpajakannya. Pemahaman yang baik tentang pajak tentunya menjadi hal utama 

dalam membentuk masyarakat yang sadar dan peduli pajak.   

Pelayanan yang baik perlu diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada 

Wajib Pajak ketika Wajib Pajak menyampaikan kewajiban perpajakannya. 

Pelayanan yang memuaskan menjadikan Wajib Pajak merasa dihargai dan merasa 

puas saat memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak tidak enggan 

untuk menyampaikan kewajiban perpajakan. Jika pelayanan yang diberikan 

buruk, maka kemungkinan besar Wajib Pajak menjadi malas menyampaikan 

kewajibannya. Kualitas pelayanan yang baik harus memenuhi beberapa dimensi 

seperti Tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sasaran 

komunikasi, Emphaty meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan, Responsiveness yaitu keiginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap, Reliability yaitu 
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kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan dengan segera, kehandalan, 

akurat, dan memuaskan, dan Assurance yang artinya mencakup kemampuan, 

pengetahuan, kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para 

staf (AnneAhira.com). Pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang berjudul 

pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan 

kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan 

dominasi variabel pelayanan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.  

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak 

merupakan salah satu instrumen untuk menentukan kepatuhan baik formal 

maupun material. Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji 

dan meningkatkan pemenuhan pajak (tax compliance) seorang Wajib Pajak. 

Pemeriksaan pajak menjadi variabel dominan mempengaruhi penerimaan pajak 

pada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) yang berjudul pengaruh 

kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 

25/29 Wajib Pajak Badan. 

Sikap keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) 

merupakan hal yang penting. Hal tersebut dimaksudkan agar self assesment 

system berjalan secara efektif. Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah 

diberikan pemerintah kepada masyarakat Wajib Pajak, maka sudah selayaknya 

kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan 
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yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, 

fiskus berhak untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Adanya sanksi membuat Wajib Pajak enggan untuk 

melakukan kesalahan dan patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muliari (2010) yang berjudul 

pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak pada 

kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, sanksi merupakan variabel 

dominan mempengaruhi kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya dapat dilihat dari kebenaran dan ketepatan waktu Surat 

Pemberitahuan (SPT) dilaporkan atau disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. 

Masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham dengan bagaimana cara 

menghitung, mengisi, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Wajib Pajak juga 

banyak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya karena Wajib Pajak 

beranggapan bahwa pajak tidak memberikan imbalan secara langsung. Wajib 

Pajak dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pajak bahkan melakukan 

perlawanan aktif seperti tax avoidance  dan tax evasion. Tax avoidance  

merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-

undang. Tax evasion merupakan usaha meringankan beban pajak dengan 

melanggar undang-undang (Anshari,2006:77). 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara berada di bawah 

pengendalian Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III yang 
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mempunyai wilayah kerja Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. 

Kegiatan operasional pelayanannya meliputi bidang Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak tidak langsung lainnya yang diatur 

dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data realisasi 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Malang Utara (2009-2011) dapat dilihat 

pada tabel 2. 

Tabel 2 : Capaian Penerimaan Pajak Tiga Tahun Terakhir 

Tahun Pajak Target Realisasi Pencapaian 

2009 191.798.579.994 194.064.446.231 101,18 % 

2010 233.047.256.174 235.676.064.452 101,13 % 

2011 272.475.426.174 246.976.951.093 90,64 % 

2012 258.483.987.272 287.153.098.044 111,09% 

Sumber : Data Penerimaan SPM KPP Pratama Malang Utara 

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan pada tahun 2009 penerimaan pajak 

di KPP Pratama Malang Utara sebesar 194.064.446.231 dari target 

191.798.579.994 sehingga capaiannya sebesar 101,18%. Tahun 2010 penerimaan 

pajak di KPP Pratama Malang Utara sebesar 235.676.064.452 dari target 

233.047.256.174 sehingga capaiannya sebesar 101,13%. Tahun 2011 penerimaan 

pajak di KPP Pratama Malang Utara sebesar 246.976.951.093 dari target 

272.475.426.174 sehingga capaiannya sebesar 90,64%. Pada tahun 2012 

penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara sebesar 287.153.098.044 dari 

target 258.483.987.272 sehingga capaiannya sebesar 111,09%.  
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Data tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dapat dilihat 

pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 rasio 

kepatuhan sebesar 59,28%. Pada tahun 2009 rasio kepatuhannya sebesar 63,38%. 

Pada tahun 2010 rasio kepatuhannya sebesar 57,67%. Pada tahun 2011 rasio 

kepatuhannya sebesar 54,8%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 dan 

2011 rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi semakin 

menurun. 

Tabel 3 : Tingkat Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi 

Tahun Pajak WP Terdaftar Jumlah SPT Rasio Kepatuhan 

2008 27.195 16.122 59,28% 

2009 42.979 27.239 63,38% 

2010 50.857 29.327 57,67% 

2011 56.837 31.148 54,8% 

Sumber: Data Penerimaan SPM KPP Pratama Malang Utara 

Luasnya cakupan wilayah yang dibawahi oleh KPP Pratama Malang Utara 

diperkirakan terdapat sejumlah Wajib Pajak yang nilai kepatuhannya kurang 

dalam penyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi sehingga 

terjadi penurunan rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

Orang Pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul 

“Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi terhadap 

Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi 

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)’’ 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan bahwa 

permasalahan yang akan diteliti adalah : 
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1. Apakah variabel penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan sanksi secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan Orang Pribadi? 

2. Dari variabel penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan sanksi, variabel 

manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan Orang Pribadi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah variabel penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan 

sanksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. 

2. Untuk mengetahui dari variabel penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan 

sanksi, variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aspek Akademis 

Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan informasi dan menambah wawasan 

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penyuluhan pajak, 

pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak. 
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2. Aspek Praktis 

Sebagai penerapan dari ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan 

sebagai saran kepada Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pada khususnya dalam menentukan 

strategi untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan Orang Pribadi. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Bab I : PENDAHULUAN 

Berisi kerangka pemikiran yang berupa latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menerangkan kerangka teori yang secara berurutan akan membahas tentang 

penelitian terdahulu, definisi pajak, Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak, 

Surat Pemberitahuan (SPT) dan sanksi berkaitan dengan Surat Pemberitahuan 

(SPT), penyuluhan pajak, pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi 

jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data yang 

digunakan. 
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Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menyajikan data dengan menggambarkan sejumlah variable atau masalah 

penelitian kemudian memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dan membahas 

hasil penelitian tersebut. 

Bab V : PENUTUP 

Pada bagian akhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh 

peneliti yang secara garis besar memberikan jawaban atas tujuan penelitian dan 

berisi saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau rekomendasi 

tentang studi lanjut dan kebijakan-kebijakan yang akan datang kepada pihak-pihak 

terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan atau kelemahan-kelemahan dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 


